

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didukung oleh penelitian-penelitian yang terkait E- Government yang telah dilakukan sebelumnya dan dijadikan bahan referensi oleh penulis, antara lain sebagai berikut :
1. “Penerapan Aplikasi Simpeg Berbasis E-Government dalam Pengelolaan Data Informasi Kepegawaian”
Penulis : Norma Jatun (2022)

Penelitian berdarsarkan dari permasalahan penerapan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin berbasis E-Government dapat dikatakan belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini disebabkan kurangnya sumber daya manusia yang menangani dan juga infrastruktur teknologi yang mendukung pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian belum optimal. Motode Penelitian yang digunakan metode deskriptif dengan menggunakan teori Indrajit (2004)..
2. “Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sidoarjo”.
Penulis : Arif Jurachman (2018)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis sistem digitalisasi data kepegawaian di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo, mencari faktor pendukung dan penghambat
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dalam pelaksanaan digitalisasi data kepegawaian (SIMPEG) di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo, serta usaha-usaha yang dilakukan untuk meningkatkan digitalisasi data kepegawaian.
3. “Analisis Efektivitas Simpeg Dalam Mewujudkan E-Government Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Sumatera Utara” Penulis : Benyamin Kali Patembal Harahap (2018)
Penelitian berdasarkan dari permasalahan penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaannya belum efektif dalam meningkatkan profesionalitas pegawai.
4. “Implementasi Layanan Sistem Aplikasi Guru Surabaya (SIAGUS) Di Dinas Pendidikan Kota Surabaya”.
Penulis : Yudho & fanida (2017)

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis implementasi sistem kenaikan pangkat online melalui aplikasi SIAGUS di Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Teknik analisis data menggunakan Metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi sistem kenaikan pangkat melalui aplikasi SIAGUS di Dinas Pendidikan Kota Surabaya sudah cukup baik.
5. “Penerapan E-Government Dalam Meningkatkan Pelayanan Pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Buleleng”
Penulis : Ida Syafriyani & Yuli Putri Zaituna (2018)
 (
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Penelitian ini mendeksripsikan tentang penerapan e-government serta 6 indikator penerapan e-government yakni infrastruktur data, infrastruktur legal, infrastruktur institusional, insfrastruktur manusia, infrastruktur teknologi, dan strategi pemimpin. Teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara dan observasi. Hasil penelitiannya bahwa sudah terdapat penerapan berbasis e-government di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Buleleng yakni penerapan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Sistem informasi Manajemen (SIMPEG). Secara umum penerapan berbasis e- government ini telah berjalan dengan optimal, namun masih terdapat beberapa kekurangan dalam penerapannya seperti adanya perangkapan tugas bagi staf yang bertugas mengelola LPSE dan SIMPEG.
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu


	No
	Judul Penelitian, Nama Peneliti, Tahun
	Persamaan dengan Penelitian Penulis
	Perbedaan dengan Penelitian Penulis

	1.
	Norma Jatun (2022) “Penerapan Aplikasi Simpeg Berbasis E- Government Dalam Pengelolaan Data Informasi Kepegawaian”.
	Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang saya lakukan terletak pada teknik pengumpulan data.
	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah walaupun objek penelitiannya sama namun nama aplikasinya berbeda.
Pada penelitian ini, nama aplikasinya Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) sedangkan aplikasi yang akan diteliti adalah Sistem Informasi Aparatur Pemerintah (SIAP)

	2.
	Arif Jurachman (2018) “Penerapan Sistem
	Persamaan dengan penelitian
	Perbedaan penelitian diatas
dengan penelitian yang






	
	Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sidoarjo”.
	diatas dengan penelitian yang saya lakukan adalah mode penelitian kualitatif
	digunakan sekarang adalah terletak pada nama aplikasi dan lokasinya. Lokasi penelitian diatas yaitu pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin, sedangkan penelitian saya pada Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cimanuk- Cisanggarung Kabupaten Cirebon.

	3.
	Benyamin Kali Patembal Harahap (2018) “Analisis Efektivitas
Simpeg Dalam Mewujudkan E-Government Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Sumatera Utara ”.
	Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang saya lakukan terletak pada mode penelitian kualitatif
	Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang digunakan sekarang adalah terletak pada lokasi penelitian sumatera utara dan nama aplikasinya

	4.
	Yudho & Fanida (2017) “Implementasi Layanan Sistem Aplikasi Guru Surabaya (SIAGUS) Di Dinas Pendidikan Jota Surabaya”.
	Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang saya lakukan terletak pada penggunaan teori dan mode penelitian kualitatif
	Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang digunakan sekarang adalah terletak pada lokasi penelitian kota Surabaya dan nama aplikasinya

	5.
	Ida Syafriyani & Yuli Putri Zaituna (2018)
“Penerapan E-Government Dalam Meningkatkan Pelayanan Pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Buleleng”.
	Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang saya lakukan terletak pada penggunaan teori dan mode penelitian kualitatif
	Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang digunakan sekarang adalah terletak pada lokasi penelitian dan nama aplikasinya.





Berdasarkan uraian di atas, penelitian penulis berbeda dengan penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti lain sebelumnya. Dengan demikian, penelitian penulis ini memiliki orisinalitas yang dapat dipertanggung jawabkan secara akademik dan yuridis.
2.2 E-Government

2.2.1 Pengertian E-Government

Dalam pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi terbentuk sebuah sistem manajemen dan aktivitas kerja di lingkungan pemerintahan. E-government atau electronic government merupakan suatu upaya untuk menyebarluaskan bentuk kepemerintahan yang berbasis elektronik.
E-government dapat diartikan sebagai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam menjalankan Pemerintahan, terutama untuk meningkat kan aksesibilitas pelayanan kepada masyarakat, efektifvitas pelayanan publik, serta tanggung jawab pemerintah terhadap penyedia pelayanan masyarakat.
Penerapan e-government dalam konteks untuk mencapai pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai penggunaan TIK untuk mendukung pelayanan publik, pemerintah, dan interaksi antara pemerintah dan masyarakat (Estevez dan Janowski, 2013:99)
Menurut Hermawan Kartajaya et. al. (2002) menjelaskan bahwa ada tiga tahapan dalam pengembangan layanan e-Government, sebagai berikut:
(a) Tahap 1 yaitu dengan menerbitkan Informasi tentang diri sendiri bagi kepentingan warga dan kalangan bisnis (lewat web/internet) juga menyediakan fasilitas komunikasi dua arah.



(b) Tahap 2 yaitu aplikasi Intranet yang memungkinkan data dapat dikumpulkan (online), diolah, dan disebarluaskan dalam bentuk baru (agar lebih efisien); meskipun sebagian proses pemberian servis tetap secara offline, publik dapat memantau kinerja secara online.
(c) Tahap 3 yaitu aplikasi Extranet yang memungkinkan warga wilayah dapat mengisi blanko aplikasi secara online (lewat internet)
Terdapat beberapa elemen atau faktor yang memengaruhi kesuksesan implementasi e-government, antara lain support, capacity, dan value (Indrajit,2006:13).
E-government dapat dipahami sebagai pengguna teknologi berdasarkan web (jaringan), komunikasi internet, dan dalam beberapa kasus,merupakan aplikasi interkoneksi untuk memfasilitasi komunikasi dan memperluas akses ke dan dari pemberian layanan dan informasi pemerintah lain, baik instansional maupun antar negara. Selain itu juga untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan kinerja dan proses pelaksanaan layanan dan tugas pokok dan fungsinya. Dari rumusan pengertian tersebut bahwa e-government merupakan pemanfaatan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka mencapai tujuan, yakni;
(a) Meningkatkan efesiensi dan cost-efectiveness dari pemerintahan;

(b) Memberikan berbagai jasa pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik;
(c) Memberikan akses informasi kepada publik secara luas;



(d) Menjadikan penyelenggaraan pemerintah lebih bertanggung jawab (accountable) dan transparansi kepada masyarakat.
2.2.2 Pengertian Pengembangan E-Government

Pengembangan e-government berdasarkan Inpres No.3 Tahun 2003 adalah upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efesien. Untuk mengembangkan sistem manajemen dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi maka pemarintah harus segara melaksanakan proses transformasi e-government. Melalui pengembangan e- Government dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja dilingkungan pemerintah dengan cara :
a. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat organisai dan birokrasi;
b. Membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi-instansi pemerintah berkerja secara terpadu, untuk menyederhanakan akses kesemua informasi layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah.
Ada banyak manfaat yang didapat dirasakan oleh pemerintah yang melaksanakan proses transformasi menuju e-government, diantaranya adalah sebagai berikut:
(a) Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada paras take holdernya baik masyarakat maupun kalangan bisnis dan industri;



(b) Meningkatkan transfaransi, kontrol dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah;
(c) Mengurangi biaya administrasi relasi dan interaksi;

(d) Memberikan peluang bagi pemerintah untukmendapatkan sumber pendapatan baru;
(e) Menciptakan suatu lingkungan masyarakat informasi yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi;
(f) Memberdayakan masyarakat dan pihak-ppihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara demokrasi.
Konsep e-government berkembang di atas kecendrungan keinginan masyarakat untuk dapat bebas memilih bilamana dan dimana mereka ingin berhubungan dengan pemerintahnya, serta bebas memilih berbagai akses yang sifatnya tradisional maupun moderen yang mungkin mereka berinteraksi selama 24 (dua puluh empat) jam dan 7 (tujuh) hari dalam seminggu.
Kemajuan teknologi informasi memang telah berubah tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, merevolusi cara hidup masyarakat kian bergeser dari masyarakat indusri kepada masyarakat yang berbasis pengatahuan. Era informasi memberikan ruang lingkup yang sangat besar untuk mengorganisasikan kegiatan pemerintah melalui cara-cara baru yang inovatif, transparan yang lebih baik serta memberikan kenyamanan kepada publik dengan jalan memberikan pelayanan kepada publik yang terintegrasi, intraktif dan imaginatif.



Berdasarkan sifat transaksi informasi dan pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah melalui jaringan informasi, pengembangan E- Government dapat dilaksanakan melalui 4 (empat) tingkat (Hadwi Soendjojo dalam penelitian Yunus Jackson Obeng 2005:134) yaitu:
(a) Tingkat Pertama (Persiapan)

1. Pembuatan situs web sebagai sebagai media informasi dan komunikasi setiap lembaga;
2. Sosialisasi situs web untuk internal dan publik
(b) Tingkat Kedua (Pematangan)

1. Pembuatan situs web informasi publik yang bersifat interaktif;

2. Pembuatan antar keterhubungan dengan lembaga lain

(c) Tingkat Ketiga (Pemantapan)

1. Pembuatan situs web yang bersifat transaksi pelayanan publik;

2. Pembuatan interoperabilitas aplikasi dan data dengan lembga lain.

(d) Tingkat Keempat (Pemanfaatan)

Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat Government to Government (G2G), Government to Business (G2B), Government to Citizens/consumers (G2C).
2.2.3 Konsep E-Government

A. Government to Citizens/consumers

Tipe G-to-C ini merupakan aplikasi e-government yang paling umum yaitu dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan



masyarakat. Dengan kata lain tujuan utama dari dibangunnya aplikasi e- goverment bertipe G-to-C adalah untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya melalui kanal-kanal akses yang beragam agar masyarakat dapat dengan mudah menjangkau pemerintahnya untuk pemenuhan berbagai kebutuhan pelayanan sehari-hari. Contoh aplikasinya adalah sebagai beikut :
Kepolisian membangun dan menawarkan jasa pelayanan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) atau Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) melalui internet dengan maksud untuk mendekatkankan aparat administrasi kepolisian dengan komunitas para pemilik kendaraan bermotor dan para pengemudi, sehingga yang bersangkutan tidak harus bersusah payah datang ke komdag dan antri untuk memperoleh pelayanan.
B. Government to Business

Salah satu tugas utama dari sebuah pemerintahan adalah pembentukan sebuah lingkungan bisnis yang kondusif agar roda perekonomian sebuah negara dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam melakukan aktivitas sehari-harinya, entiti bisnis semacam perusahaan swasta membutuhkan banyak sekali data dan informasi yang dimiliki oleh pemerintah. Disamping itu, yang bersangkutan juga harus berinteraksi dengan berbagai lembaga kenegaraan karena berkaitan dengan hak dan kewajiban organisasinya sebagai sebuah entiti berorientasi profit. Diperlukannya relasi yang baik antara pemerintah dengan kalangan bisnis tidak saja bertujuan untuk memperlancar para praktisi bisnis dan menjalankan roda perusahaannya, namun lebih jauh lagi banyak hal yang dapat menguntungkan



pemerintah jika terjadi relasi interaksi yang baik dan efektif dengan industri swasta. Contoh aplikasinya adalah sebagai beikut :
Para perusahaan wajib pajak dapat dengan mudah menjalankan aplikasi berbasis web untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan ke pemerintah dan melakukan pembayaran melaluai internet.
c. Government to Government

Di era globalisasi ini terlihat jelas adanya kebutuhan bagi negara-negara untuk saling berkomunikasi secara lebih intens dari hari kehari. Kebutuhan untuk berinteraksi antar satu pemerintah dengan pemerintah setiap harinya tidak hanya berkisar pada hal-hal yang berbau diplomasi semata, namun lebih jauh untuk memperlancar kerjasama antar negara dan kerjasama entiti-entiti negara (masyarakat, industri, perusahaan, dan lain-lain) dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi perdagangan, proses-proses politik, mekanisme hubungan sosial dan budaya dan lain sebagainya. Contoh peranan Government to Government :
Hubungan administrasi antara kantor-kantor pemerintah setempat dengan jumlah kedutaan-kedutaan besar atau konsulat jendral untuk membantu penyediaan data dan informasi akurat yang dibutuhkan oleh para warga negara asing yang sedang di berada di tanah air. (Richardus Eko Indrajit 2006:52)



2.2.4 Dasar Pelaksanaan E-Government

E-government	yang dijalankan Diskominfo kepada untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap badan publik :
a. Menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi; dan

b. Membuat danmengembangkan sistem penyedian layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara nasional.
Kemudian ditindak lanjuti oleh Instruksi Presiden No 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional. pengembangan e-government merupakan “angin segar” bagi penerapan teknologi komunikasi dan informasi di bidang pemerintahan. Saat ini telah banyak instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah otonom yang berinisiatif mengembangkan pelayanan publik melalui jaringan komunikasi dan informasi dalam bentuk situs web. Namun, implementasi mayoritas situs web Pemerintah Daerah Otonom masih berada pada tingkat pertama (persiapan) dan hanya sebagian kecil yang telah mencapai tingkat dua (pematangan), sedangkan tingkat tiga (pemantapan) dan empat (pemanfaatan) belum tercapai. Artinya, implementasi e-government di Indonesia baru pada tahap awal, sehingga banyak lembaga pemerintah yang menyatakan dirinya sudah mengaplikasikan e-government, ternyata baru pada tahap web presence.
2.2.5 Strategi Pengembangan E-Government

Dalam Kategori operasional, beberapa hal yang mendapat perhatian dalam pengembangan e-government antara lain:



a. Organisasi dan tata kerja pemerintah provinsi perlu mewadahi layanan

e-government secara efisien dan efektif

b. Sumber daya manusia (sebagai the man behind the gun) perlu dikembangkan keahlian dan ketrampilannya dalam mengelola teknologi informasi dan komunikasi serta diperhatikan penghargaan (remunerasi) dan jalur kariernya.
c. Anggaran untuk pemeliharaan perangkat sama pentingnya anggaran untuk pengembangan, maka diperlukan anggaran yang cukup untuk secara terus-menerus memelihara mutu layanan e-government, antara lain untuk membuatversi baru perangkat lunak (untuk memenuhi tuntutan kebutuhan pengguna layanan yang makin meningkat dan mengakomodasikan adanya perubahan kebijakan), memperbaharui data untuk menyesuaikan kondisi yang berubah, dan menyesuaikan sebagian teknologi yang dipakai untuk teknologi yang lebih baru sebagai tuntutan persaingan antar daerah, antarbangsa.
d. Mendorong berbagai pihak untuk meningkatkan kemampuan dan kemauan dalam pengembangan, pengelolaan, dan pemutakhiran isi (content) data dan informasi secara berkelanjutan sehingga apa yang diperlukan oleh pihak terkait tersedia secara real time.
Starategi pengembangan e-government disusun dengan pendekatan perencanaan strategis yang bersifat luwes dan dinamis. Dengan pendekatan perencanaan strategis maka partisipasi stakeholders (masyarakat dunia usaha dan



perguruan tinggi) diperlukan untuk meningkatkan rencana pengembangan ini. Untuk strategi pengembangan e-government dapat dilakukan dengan cara:
A. Pembangunan infrastruktur dan akses jaringan komunikasi data yang memadai, yaitu: pengadaan sarana-prasarana pengembangan infrastruktur akses komunikasi data yang handal, pemberdayaan sumber daya atau kerjasama dengan swasta/masyarakat dalam penyediaan akses komunikasi data yang mudah, nyaman, dan dengan biaya terjangkau.
B. Pengembangan sumber daya manusia untuk mengelola e-government, yaitu: pelatihan sumber daya manusia dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang pengoperasian e- government, pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan profesionalitas tenaga fungsional teknologi informasi dan komunikasi, pemberian kepastian karier dan kesejahteraan yang memadai bagi sumber daya manusia bidang teknologi informasi dan komunikasi.
C. Pengembangan perangkat-perangkat lunak yang diperlukan, meliputi: pemanfaatan koordinasi antara instansi dan internal instansi dalam pembuatan perangkat lunak yang diperlukan untuk mendukung e- government secara umum, pemantapan koordinasi antarinstansi dan internal instansi dalam pembuatan perangkat lunak unggulan, pemantapan legalitas perangkat lunak, pemberdayaan atau kerjasama dengan berbagai pihak lain.



D. Pengembangan basis data (databases) dan basis pengetahuan (knowledge bases) pendukung e-government, yaitu pemantapan koordinasi antarinstansi dan internal instansi dalam pembangunan basis data, pembangunan basis pengetahuan yang diperlukan untuk pengoperasian dan pengembangan berkelanjutan e-government. Pemberdayaan atau kerja sama dengan berbagai pihak dalam pembangunan basis data dan basis pengetahuan.
E. Pengembangan organisasi dan tata kerja yang mendukung e- government, yaitu: pembentukan/penunjukan satu unit kerja atau instansi yang bertugas mengkoordinasikan pembangunan, pemeliharaan, pengendalian, pembentukan unit kerja (di setiap instansi) yang bertugas mengelola e-government, dan pemantapan koordinasi antarintansi.
F. Pembuatan aturan perundangan dan kebijakan yang diperlakukan untuk mendukung e-government di daerah masing-masing.
G. Pemeliharaan dan perawatan perangkat lunak dan keras/jaringan, yaitu: pemeliharaan dan perawatan perangkat keras/jaringan, perangkat lunak, pengelolaan portal internet (one-stop service websites), pemeliharaan basis data dan basis pengetahuan.
H. Pengembangan dan koordinasi layanan informasi yang mampu mendukung terwujudnya masyarakat yang kompetitif serta menarik investasi ke daerah yaitu: pengembangan dan koordinasi layanan informasi guna memenuhi kebutuhan informasi yang mampu



mendukung terwujudnya masyarakat yang kompetitif, pengembangan teknologi informasi terhadap layanan informasi yang telah terkoordinasi, pengembangan promosi potensi investasi guna mewujudkan masyarakat yang kompetitif serta menarik investasi.
2.2.6 Tujuan Electronic Government

Pengembangan e-governmnet merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efesien.
Terdapat empat tujuan yang dibuat untuk menjalankan pengembangan e- government, yaitu:
a. 	Terbentuknya sebuah jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang berkualitas, dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, dapat dijangkau disetiap masyarakat dan wilayah di seluruh Indonesia.
b. Meningkatkan perkembangan perekonomian, mempertahankan stabilitas ekonomi, dan dapat bersaing dengan perdagangan internasional melalui hubungan interaktif dengan dunia usaha.
c. Terbentuknya mekanisme dan pola komunikasi dengan lembaga-lembaga negara dan menyediakan fasilitas-fasilitas seperti dialog publik dengan masyrakat sehingga ikut berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara.



d. Terbentuknya proses kerja dan sistem manajemen yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonom.
Menurut Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Electronic Government pada Nomor 12 menjelaskan bahwa pencapaian tujuan strategis e-gov perlu dilaksanakan melalui 6 (enam) strategi dengan mempertimbangkan kondisi sekarang sebagaimana berikut ini:
1. Mengembangkan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya, serta terjangkau oleh masyarakat luas.
2. Menata system manajemen dan proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah otonom secara holistic.
3. Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal.

4. Meningkatkan peran dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi.
5. Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia baik pada pemerintah maupun pemerintah otonom, disertai dengan meningkatkan e-literacy masyarakat.
6. Melaksanakan pengembangan secara sistematik melalui tahapan-tahapan yang realistis dan terukur..
2.2.7 Elemen Electronik Government

Penerapan konsep-konsep digitalisasi di sektor publik berdasarkan hasil kajian dan riset dari Harvard JFK School of Government ada tiga elemen yang



harus diperhatikan sungguh-sungguh, elemen tersebut adalah Support, Capacity,

dan Value (Indrajit, 2002:15). Adapun penjelasannya sebagai berikut:

A. Support

Support adalah elemen pertama yang paling penting dimiliki pemerintah, keinginan dari pejabat-pejabat publik dan politik dalam menerapkan konsep e-gov. Penerapan e-gov todak hanya mengikuti trend, tetapi adanya unsur “political will”, tidak adanya “political will” akan mustahil membangun dan mengembangkan e-gov dapat berjalan lancer. Budaya birokrasi seringkali bermodel manajemen “top down”, implementasi e-gov yang efektif dimulai dari pimpnan pemerintah sebelum turun ke level di bawahnya. Adapun dukungan yang diharapkan tersebut sebagai berikut:
1. Disepakatinya kerangka e-government sebagai salah satu kunci sukses negara dalam mencapai visi dan misimisi bangsanya, sehingga harus diberikan prioritas tinggi sebagaimana kunci-kunci sukses lain diperlakukan;
2. Dialokasikannya sejumlah sumber daya (manusia, financial, tenaga, waktu, informasi, dan lain-lain) di setiap tataran pemerintahan untuk membangun konsep ini dengan semangat lintas sektoral;
3. Dibangunnya berbagai infrastruktur dan suprastruktur pendukung agar tercipta lingkungan kondusif untuk mengembangkan e- government (seperti adanya Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang jelas; dan



4. Disosialisasikannya konsep e-government secara merata, kontinyu, konsisten, dan menyeluruh kepada seluruh kalangan birokrat secara khusus dan masyarakat secara umum melalui berbagai cara kampanye yang simpatik.
B. Capacity

Capacity adalah elemen kedua, dengan adanya unsure kemampuan atau keberdayaan dari pemerintah dalam mewujudkan keinginan e- government. Adapun 3 hal minimal yang harus dimiliki oleh pemerintah adalah sebagai berikut:
1. Ketersediaan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan berbagai inisiatif e-government , terutama yang berkaitan dengan sumber daya financial;
2. Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai karena fasilitas ini merupakan 50% dari kunci keberhasilan penerapan konsep e-government; dan
3. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan agar penerapan e-government dapat sesuai dengan asas manfaat yang diharapkan.
C. Value

Elemen-elemen sebelumnya adalah dua aspek dilihat dari sisi pemerintah selaku pemberi jasa. Manfaat yang diperoleh dari adanya e- government ini bukan hanya pemerintah itu sendiri tapi masyarakat juga. Maka dari itu pemerintah harus diteliti dalam memilih prioritas jenis e-



government yang didahulukan pembangunannya agar benar-benar memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat.
Tiga elemen di atas merupakan perpaduan yang akan membentuk bagian penting dari e-government yang akan menentukan kunci kesuksesan utama akan suatu keberhasilan. Penerapan elemen tersebut dapat membangun dan mengembangkan konsep e-government di Indonesia. Pengalaman memperlihatkan bahwa jika elemen yang menjadi fokus pemerintah yang berusaha menerapkan konsep e-government berada di luar elemen tersebut maka kegagalan sebuah proyek tersebut akan tinggi.
2.2.8 Jenis-Jenis Pelayanan Pada Electronic Government

Dalam implementasinya,dapat dilihat sedemikian beragam tipe pelayanan yang ditawarkan oleh pemerintah kepada masyarakat melalui e-government salah satu cara mengkatagorikan jenis-jenis pelayanan tersebut adalah dengan melihatnya dari dua aspek utama :
1. Aspek Kompleksitas, yaitu yang menyangkut seberapa rumit anatomi sebuah aplikasi e-government yang ingin dibangun dan diterapkan; dan
2. Aspek Manfaat, yaitu menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan besarnya manfaat yang dirasakan oleh para penggunanya.
Berdasakan dua aspek di atas, maka jenis-jenis proyek e-government dapat dibagi menjadi tiga kelas utama, yaitu: Publish, Interact, dan Transact.



A. Publish

Jenis ini merupakan implementasi e-government yang termudah karena selain proyeknya yang berskala kecil, kebanyakan aplikasinya tidak perlu melibatkan sejumlah sumber daya yang besar dan beragam. Di dalam kelas Publish ini yang terjadi adalah sebuah komunikasi satu arah, dimana pemerintah mempublikasikan berbagai data dan informasi yang dimilikinya untuk dapat secara langsung dan bebas diakses oleh masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan melalui internet. Biasanya kanal akses yang dipergunakan adalah komputer atau handphone melalui medium internet, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan untuk mengakses situs (website) departemen atau divisi terkait dimana kemudian user dapat melakukan browsing (melalui link yang ada) terhadap data atau informasi yang dibutuhkan. Contoh aplikasi e- Government di dalam kelas ini adalah sebagai berikut:
· Masyarakat dapat melihat dan mendownload berbagai produk undang- undang maupun peraturan pemerintah yang ditetapkan oleh lembaga- lembaga legislatif (DPR), eksekutif (Presiden dan Kabinet), maupun yudikatif (Mahkamah Agung);
· Para pengusaha dapat mengetahui syarat-syarat mendirikan sebuah perusahaan terbatas seperti yang diatur dalam undang- undang dan bagaimana prosedur pendirian harus dilaksanakan.
B. Interact

Berbeda dengan kelas publish yang   sifatnya pasif, pada kelas interact

telah terjadi komunikasi dua arah antara pemerintah dengan mereka yang



berkepentingan. Ada dua jenis aplikasi yang biasa dipergunakan. Yang pertama adalah bentuk portal dimana situs terkait memberikan fasilitas searching bagi mereka yang ingin mencari data atau informasi secara spesifik (pada kelas Publish, user hanya dapat mengikuti link saja). Yang kedua adalah pemerintah menyediakan kanal dimana masyarakat dapat melakukan diskusi dengan unit-unit tertentu yang berkepentingan, baik secara langsung (seperti chatting, tele-conference, web-TV, dan lain sebagainya) maupun tidak langsung (melalui email, frequent ask questions, newsletter, mailing list, dan lain sebagainya). Contoh implementasinya adalah sebagai berikut:
· Pasien dapat berkomunikasi gratis dengan dokter melalui keluhan penyakit yang dideritanya melalui web-TV (konsep tele- medicine);
· Departemen-departemen di pemerintahan dapat melakukan wawancara melalui chatting atau email dalam proses perekrutan calon-calon pegawai negeri baru;
· Rakyat dapat berdiskusi secara langsung dengan wakil-wakilnya di DPR atau MPR melalui email atau mailing list tertentu.
C. Transact

Yang terjadi pada kelas ini adalah interaksi dua arah seperti pada kelas Interact, hanya saja terjadi sebuah transaksi yang berhubungan dengan perpindahan uang dari satu pihak ke pihak lainnya (tidak gratis, masyarakat harus membayar jasa pelayanan yang diberikan oleh



pemerintah atau mitra kerjanya). Aplikasi ini jauh lebih rumit dibandingkan dengan dua kelas lainnya karena harus adanya sistem keamanan yang baik agar perpindahan uang dapat dilakukan secara aman dan hak-hak privacy berbagai pihak yang bertransaksi terlindungi dengan baik. Contoh aplikasinya adalah sebagai berikut:
· Masyarakat dapat mengurus permohonan memperoleh KTP baru atau memperpanjangnya melalui internet;
· Para wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak individu atau perusahaan secara online melalui internet;
· Melalui aplikasi e-Procurement, rangkaian proses tender proyek- proyek pemerintah dapat dilakukan secara online melalui internet;
Para praktisi bisnis dapat membeli sejumlah hasil riset yang relevan dengan kebutuhannya yang ditawarkan dan dijual oleh Badan Pusat Statistik melalui internet (download).
2.2.9 Manfaat Electronic Government

Al Gore dan Tony Blair dalam Indrajid (2006), telah secara jelas dan terperinci menggambarkan manfaat yang diperoleh dengan diterapkannya konsep e-government bagi suatu Negara, antara lain:
A. Memperbaiki kualitas masyarakat pemerintah kepada para stakeholder-nya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam kinerja efektifitas dan efesiensi di berbagai bidang kehidupan dan bernegara.



B. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas pen penyelenggaraan pemerintah dalam rangka penerapan konsep Good Corporate Government.
C. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholder-nya untuk kepentingan sehari-hari.
D. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber- sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan; dan
E. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan tren yang ada dan sebagiannya
F. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.
2.3 Sistem Informasi Aparatur Pemerintah

2.3.1 Pengertian   Sistem   Informasi   Aparatur   Pemerintah   Jawa   Barat ( SIAP JABAR)
Teknologi informasi diperuntukan untuk perolehan hal yang unggul dengan hampir keseluruhan kegunaan lain diperusahaan dan dukungan pelaksanaan dari perusahaan. Sistemnya untuk peningkatan hasil kerja dan koorporasi, peningkatan mutu. Sistem dengan mengumpulkan pemberian kode dan penyimpanan,



penyajian informasi database dengan pelaksanaan aktivitasnya (Hazmanan Khair,dkk 2016:140)
Sistem informasi menurut Suhari terdiri dari beberapa komponen, diantaranya:
1. Blok hardware, mencakup piranti fisik seperti, komputer dan printer

2. Blok software, sekumpulan instruksi yang memungkinkan hardware untuk dapat memproses data
3. Blok brainware, yaitu semua orang yang bertanggung jawab dalam pengembangan sistem informasi, pemrosesan dan penggunaan keluaran sistem informasi
4. Blok basis data (database), yaitu kumpulan tabel, hubungan dan lain- lain yang berkaitan dengan penyimpanan data
5. Blok jaringan komputer dan komunikasi data, yaitu sistem penghubung yang memungkinkan sumber dipakai secara bersama atau diakses oleh sejumlah pemakai
6. Prosedur yakni sekumpulan aturan yang dipakai untuk mewujudkan pemprosesan dan pembangkitan keluaran yang dikehendaki.
Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepegawaian di bidang data pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat membuat aplikasi data kepegawaian berbasis elektronik/digitalisasi bagi seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu Sistem Informasi Aparatur Pemerintah Provinsi Jawa Barat (SIAP JABAR).



Terdapat 7 layanan kepegawaian yang berbasis digital yaitu:

1. Layanan kenaikan pangkat (e-Pangkat)

2. Layanan penetapan pensiun otomatis (e-pensiun)

3. Layanan pembuatan kartu identitas istri/suami sah yang berstatus PNS (e-kartu)
4. Layanan pembuatan kartu identitas pegawai negeri sipil (karpeg)

5. Layanan pencantuman gelar akademik/professional (e-fungsional)

6. Layanan kenaikan gaji berkala ( e-kgb)

7. Layanan untuk manajemen dan pengajuan perpindahan PNS (e-mutasi) Landasan Hukum Aplikasi SIAP JABAR :
Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 86  Tahun 2018 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Kementerian Dalam Negeri Nomer 17 Tahun 2000 dimana terdiri dari: modul Data Induk pegawai, modul Data Pelatihan, modul Promosi Jabatan, modul Tanda Jasa, modul Data Mutasi, modul Data Cuti, modul Data Hukuman, modul Laporan.



Penggunaan aplikasi SIAP JABAR

1. PNS dapat memperbaharui data pribadi dan kepegawaiannya masing- masing
2. Adminnistrator BKD dan fasilitator dimasing-masing OPD dapat memantau dan melakukan verifikasi terhadap data yang telah diperbaharui oleh PNS
3. Pempinan dapat melihat rekapitulasi dan statistik PNS yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan
4. Seluruh fitur di aplikasi SIAP JABAR dapat diakses secara online di

https://siap.jabarprov.go.id/

Lingkup aplikasi

Databese kepegawaian: Mencakup data pribadi serta data riwayat-riwayat kepegawaian seluruh PNS Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Data pribadi riwayat kepegawaian kepangkatan jabatan riwayat keluarga arsip digital dll.
Layanan kepegawaian: Fitur-fitur layanan kepegawaian tersedia untuk memperoses produk kepegawaian secara online dengan menggunakan arsip-arsip digital. Kenaikan pangkat pensiun, kenaikan gaji berkala,cuti, hukuman disiplin, izin/tugas dll.
Rekapitulasi dan statistik: Rekapitulasi dan statistik data kepegawaian yang dapat digunakan untuk pelaporan dan pengambilan keputusan pimpinan. Rekap dan statistik PNS berdasarkan jenis kelamin, kelompok usia jabatan golongan dll.
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